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Abstract 
The study aimed to determine the effect of internal control system, 
human resource competency and the utilization of information technology on the 
Quality of local Government Financial Report (LKPD) in DPPKAD of Boyolali 
regency. This research uses quantitative method with primary data that collecting 
questionnaire. Population of this research is employee department staff at 
DPPKAD Boyolali. The used sampling method is the saturated samples. Data 
collection is done by giving as many as 83 copies of the questionnaire, which was 
distributed to respondents on DPPKAD of Boyolali Regency. Sum samples are 61 
respondent. Based on the analysis result, obtained that the internal control of 
system,  the human resource competency and the utilization of information 
technology have significant effect on the Quality of local Government Financial 
Report (LKPD) in DPPKAD of Boyolali Regency. 
Keyword: internal control system, human resource competency, utilization of 
information technology, and quality of local government financial 
report. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD  
Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pegawai pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. Metode 
penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh. pengumpulan 
data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 83 eksemplar yang 
dibagikan kepada seluruh responden pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 61 responden. Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh bahwa sistem pengendalian intern,  kompetensi sumber daya manusia 
dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. 
Kata Kunci: Sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, 






Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai 
dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-
organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  Laporan keuangan 
merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus 
mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan 
yang berkualitas. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak 
manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah 
kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Pelaporan keuangan membantu 
memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabe. Oleh karena itu mereka 
menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. 
Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip 
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kualitas laporan keuangan 
berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang 
berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, 
umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan 
persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang 
kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan 
sistem pengendalian internal yang efektif.  
Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari 
keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal 
menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam 
Indriasari 2008). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan 
sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang 
berada didalamnya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak 
akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis.  
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Dalam organisasi public. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja 
dengan pengetahuan dan ketrampilanya sehingga dapat bekerja dengan mudah, 
cepat, intuitif dan dengan pengalamanya bisa meminimalisir kesalahan. Melalui 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan 
sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah 
khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi 
dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya good governance. 
Sistem pengendalian intern dibutuhkan untuk meyakinkan 
stakeholders maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan 
yang dibuat oleh pemerintah. Pengendalian intern disusun agar pelaporan 
keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut 
adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu (Mirnayanti, 
2013). Permendagri No. 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak 
hanya diukur dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah saja, tetapi 
juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus 
mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengertian intern yang baik 
dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan adanya 
penerapan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
laporan keuangan. Dalam Standar Auditing Seksi 319 paragraf 06 mendefinisikan 
pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, 
dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang 
memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, efektivitas dan 
efisiensi operasi, kepatuhn terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya di manfaatkan pada 
organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, Pemerintah perlu 
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun 
jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan 
pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit 
kerja. Menurut Widjajanto (2001:89 dalam Sembiring, 2013) secara umum 
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manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan 
pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat 
menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan 
biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, 
diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, 
sehingga keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan juga dapat 
meningkat.  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya 
mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rata-
rata berdasarkan penilaian BPK kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di 
indonesia sudah cukup baik dengan ditujukkan oleh data bahwa  sebagian besar 
mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun ada beberapa 
pemerintah daerah yang menemukan kendala dalam menyajikan  laporan 
keuangan yang berkualitas. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali yang 
berjumlah 83 orang pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat 
dengan teknik pengambilan sampel Nonprobability Sampling dengan sampling 
jenuh. Penulis menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi sebanyak 
83 orang pegawai. 
2.2 Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli 
atau pihak pertama yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis (kuesioner)  
yangdibagikan kepada seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pendapatan 





2.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 
2.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen) 
Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan 
akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan 
disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang 
terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Variabel ini akan 
diukur dengan menggunakan 9 pertanyaan, Dalam instrumen ini pengukuran 
menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. 
2.3.2 Sistem Pengendalian Intern (Variabel Independen) 
Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 5 
pertanyaan, Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan 
skor 1 sampai 5. 
2.3.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (Variabel Independen) 
Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik yang 
mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan 
kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau 
situasi tertentu. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 10 pertanyaan, 
Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 
5. 
2.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (Variabel Independen) 
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi 
teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Variabel ini akan 
diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan, Dalam instrumen ini pengukuran 





2.4 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda,dimana dalam uji 
regresi tersebut akan diuji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan 
menggunakan regresi linier.Sehingga analisis regresi linear berganda yang 
digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
KLK   = α + β1SPI+ β2KSDM + β3PTI+ e 
Keterangan:  
KLK  = kualitas laporan keuangan 
α   = konstanta 
β1   = koefisien regresi sistem pengendalian intern 
β2  = koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia 
β3  = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 
SPI  = variabel sistem pengendalian intern 
KSDM  = variabel kompetensi sumber daya manusia 
PTI  = variabel pemanfaatan teknologi informasi 
variabel e = variabel pengganggu 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan dalam model regresi. 
3.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, 
varibel penggangu atau residual memiliki distribusi normal.  Pengujian normalitas 
dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov. Hasil pengujian 
normalitas dengan Kolmogorov Smirnov  tabel 4.15 menunjukan bahwa hasil  uji 
Kolmogorov Smirnov  adalah  0,705 dengan nilai signifikansi untuk model regresi 
0,703 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa persamaan regresi dalam model penelitian ini memiliki sebaran data 
normal atau berdistribusi normal. 
3.1.2 Hasil Uji Mutikolinearitas 
Uji multikolonieritas dilakukan pada model regresi dengan melihat 
nilai tolerance dan VIF. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.18 
bahwa masing-masing nilai dapat dilihat bahwa semua variabel independen 
memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat dinyatakan 
juga model regresi ini tidak terjadi adanya multikolinearitas 
3.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 
Glejser. Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel di atas jelas nampak 
bahwa semua variabel independeng menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas. 
3.2 Pembahasan Hasil UjiHipotesis 
3.2.1 Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
SPI memiliki nilai thitung sebesar –0,833 lebih kecil dari ttabel 2,042 dan 
nilai signifikansi 0,411 lebih besar dari α = 0,05, hal ini berarti H1 ditolak, artinya 
SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap KLK dan tidak sesuai dengan rumusan 
masalah. Hal ini berarti sistem pengendalian intern (SPI) yang ada pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali tidak berjalan dengan baik. Tujuan sistem pengendalian intern salah 
satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Adanya 
sistem pengendalian intern yang baik maka risiko terjadinya kekeliruan dan 
kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi 
kemungkinan untuk mengalami kekeliruan dan kesalahan. Apabila sistem 
pengendalian intern dalam pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik maka 
semua operasi, sumber daya dan data tidak akan terkendali, tujuan tidak tercapai, 
dan  tidak dapat meminimalisir kesalahan sehingga pemerintah daerah pada Dinas 
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Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali tidak dapat menghasilkan informasi akuntansi yang baik dan berdampak 
pada laporan keuangan yang disajikan sehingga tidak dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas.  
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Putri, Darmawan dan Werastuti (2013), Nurillah dan Muid (2014) yang 
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian intern pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali belum berjalan dengan baik. 
3.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
KSDM memiliki nilai thitung sebesar -3,048 lebih kecil dari ttabel 2,042 
dan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari α = 0,05, hal ini berarti H2 diterima, 
artinya KSDM berpengaruh signifikan negatif terhadap KLK dan sesuai dengan 
rumusan masalah. Hal ini disebabkan karena kondisi tingkat pendidikan pegawai 
yang bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali  mayoritas tidak berlatar belakang pendidikan 
akuntansi dan tidak sesuai bidangnya sehingga pegawai menemukan kesulitan 
dalam memahami apa yang harus dikerjakan. Rendahnya tingkat pemahaman 
akuntansi oleh pegawai juga berdampak pada keterlambatan dalam penyajian 
laporan keuangan sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas. Sebagian pegawai yang berlatar belakang akuntansi pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali hanya memiliki presentase 2,86% sehingga fungsi dan proses akuntansi 
kurang berjalan dengan baik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014), Andini dan Yusrawati 
(2015), Setyowati dan Isthika (2014), Sudiarianti, Ulupul dan Budiasih (2015), 
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Nurillah dan Muid (2014)  yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 
manusia (KSDM) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan 
keuangan karena kondisi tingkat pendidikan pegawai yang bekerja pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali  mayoritas tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. 
3.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
PTI memiliki nilai thitung sebesar 4,384 lebih besar dari ttabel 2,042 dan 
nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05, hal ini berarti H3 diterima, 
artinya berpengaruh signifikan terhadap KLK dan sesuai dengan rumusan 
masalah. Hal ini berarti semakin baik pemanfaatan teknonologi informasi (PTI) 
yang ada maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali maka semakin baik dalam menghasilkan 
pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat terlihat dari jumlah komputer yang 
cukup memadai, terpasangnya jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam 
akses dan transfer data, kemudian proses penyusunan laporan keuangan di setiap 
SKPD sudah dibantu dengan suatu aplikasi akuntansi yang bernama sistem 
informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Pemanfaatan teknologi 
informasi yang baik tersebut menjadikan pegawai sub bagian keuangan semakin 
cepat dalam penyusunan laporan keuangan dan berdampak pada ketepat waktuan 
pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 
Nurillah dan Muid (2014), Roshanti, Sujana dan Sinarwati (2014) yang 
menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil yang telah diuraikan pada analisis data maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel sistem pengendalian intern 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten 
Boyolali (2) Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negative 
terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali (3) Variabel 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali. 
4.2 Implikasi 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 
DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam proses penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah agare dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang 
berkualitas dan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk penelitian 
selanjutnya yang diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam 
mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
4.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti yaitu hanya Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
saja. 
2. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang digunakan yaitu hanya 61 
responden. 
4.4 Saran 
1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sebaiknya pegawai yang 
bekerja di seluruh instansi harus kompeten di bidangnya dengan ilmu 
pengetahuan yang dimilikinya, hal ini diharapkan agar hasil yang diperoleh 
dapat lebih baik lagi sehingga meminimalisasikan kesalahan dan 
kecurangan. 
2. Bagi peneliti mendatang sebaiknya menambah variabel bebas selain sistem 
pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan 
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